BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media

sosial online dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak
melalui media sosial online yang telah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah:

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 296 dan
506 hanya mengatur mengenai tindak pidana secara umum, karena
transaksi seksual yang diatur dalam pasal 296 dan 506 tidak mengatur
mengenai transaksi yang menggunakan media teknologi internet tetapi
hanya mengatur mngenai pasal yang dikenakan untuk germo atau
mucikari.

b. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak yaitu pada pasal 88 juncto pasal 59 telah memenuhui unsur-unsur
tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak tetapi dalam pasal
59 hanya mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang
menjadi korban dari tindak pidana eksploitasi baik ekonomi maupun

seksual yang perlindumgam khususnya dilakukan oleh pemerintah dan
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lembaga Negara lainnya dan pasal 88 hanya mengatur mengenai tindak
pidana eksploitasi seksual komersial pada anak secara umum.

c. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada pasal 2 ayat (1) hanya
mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan
eksploitasi tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual , pasal ini belum
memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitaasi seksual komersial pada
anak melalui media sosial online.

d. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui
media sosial online karena dalam pasal 27 ayat (1) ini mengatur tentang
tindak pidana kesusilaan khusus (lex specialis) yang dilakukan
menggunakan media internet yaitu media sosial online.

e. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu
pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) telah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial

online.

2. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada
anak melalui media sosial online yang telah diatur didalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia adalah:

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 596 dan

506 pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat
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dikenakan kepada pelaku tetapi masih kurang tepat karena masih adanya
beberapa unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada
anak melalui media sosial online yang belum terpenuhi.

. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak vyaitu pada pasal 88 Juncto pasal 59 pembebanan
pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat dikenakan kepada
pelaku t telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual
komersial tetapi masih kurang tepat karena hanya mengatur mengenai
tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak secara umum.

. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) pembebanan
pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku karena
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial
pada anak melalui media sosial.

. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada pasal 2 mengenai
pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada
pelaku jika dalam perbuatannya ada kesepakatan antara pelaku dan
korban.

. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu
pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengenai pembebanan

pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat dikenakan kepada
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pelaku karena unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial

telah diatur dalam pasal ini.

SARAN

1. Pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak
seharusnya diperjelas kembali dengan menyebutkan bentuk-bentuk
eksploitasi seksual pada anak, sehingga dapat membantu para aparat
hukum dalam melaksankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana
eksploitasi seksual komersial pada anak.

2. Perlu adanya sanksi pidana yang tegas bagi para pengguna jasa seks anak,
karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak belum
ada yang khusus mengkriminalisasikan pengguna jasa seks anak. Sebab
dalam eksploitasi seksual komersial pada anak para pengguna jasa seks
anak termasuk kedalam pelaku.

3. Kejahatan eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial
online tersebut merupakan kejahatan berbasis teknologi internet, untuk itu
maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian
di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana
yangcanggih pula, agar dapat melacak penjahat dan siapa saja yang terlibat
dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui

media sosial online.
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